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ABSTRACT

Wagqf land certification provides legal certainty over waqf assets, yet uncertified
plots (certification residue) still exist in Wonosobo Regency. Land Office data
shows 335 of 1,478 waqfland plots (22.7%) remain uncertified. This study analyzes
the certification process, the condition and distribution of residue, and the facilities,
infrastructure, and human resources involved, focusing on geographical factors as
the main variable. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were
collected through interviews with the Land Office, Ministry of Religious Affairs,
Religious Affairs Olffices, nazhir, and wakif across five research subdistricts
Kejajar, Watumalang, Kaliwiro, Leksono, and Sukoharjo along with document
review. Results show that certification itself is free of charge but hindered by
overlapping measurement data, limited KUA transportation budgets for delivering
documents, wakif and nazhir's insufficient understanding of the difference between
a Waqf Pledge Deed and a certificate, and parent-certificate splitting combined
with unresolved inheritance as the most dominant obstacle. Causes of residue
varied by subdistrict: mountainous terrain and distance dominated in Kejajar,
while in Leksono, which has relatively good accessibility, residue instead stemmed
from civil law issues. The study also found discrepancies in waqf land data between
institutions, along with limited wagqf-specific personnel and measuring equipment
at both the Land Office and the Ministry of Religious Affairs. Resolving the
certification residue requires strengthened interinstitutional coordination and data

integration, along with region-specific strategies.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi tanah wakaf merupakan instrumen hukum yang memiliki
peran penting dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia karena
berfungsi memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset sosial
keagamaan milik umat. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf di masyarakat
masih banyak dilakukan secara sederhana dengan berlandaskan kepercayaan
dan kesepakatan lisan tanpa didukung oleh dokumen legal formal yang sah
(Habibah et al., 2026) Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf rentan
terhadap berbagai permasalahan, seperti klaim oleh ahli waris, penguasaan oleh
pihak lain, serta potensi alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
Ketiadaan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat menjadikan posisi tanah
wakaf lemah dalam sistem hukum pertanahan sehingga berpotensi
menimbulkan konflik di kemudian hari. Sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya
tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah
strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi, dan
keagamaan dari aset wakaf (Mufti & Nurhasanah, 2023)

Pelaksanaan wakaf di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa wakaf
merupakan perbuatan hukum pemisahan dan penyerahan sebagian harta benda
milik wakif untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan
umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, 2004).
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai
praktik keagamaan, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang
memerlukan kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Pendaftaran
tanah wakaf melalui sertifikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
ketentuan tersebut karena sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hukum yang

memberikan legitimasi atas status tanah wakaf serta mencegah timbulnya



sengketa di kemudian hari (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
42,2006).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat
sertifikasi tanah wakaf sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib
administrasi pertanahan dan peningkatan kepastian hukum atas tanah. Program
percepatan ini dilaksanakan melalui sinergi antara Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Agama. Berbagai
kebijakan telah diterapkan, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan
kualitas pelayanan, serta penguatan sistem administrasi (Kementerian Agama,
2021). Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tidak
seluruh bidang tanah wakaf dapat disertifikasi secara optimal. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan
dengan realitas implementasinya di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi di lapangan (Edward III, 1980).
Sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami
permasalahan yang terjadi.

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk
dikaji lebih lanjut terkait permasalahan sertifikasi tanah wakaf, mengingat
jumlah tanah wakaf yang dimiliki cukup signifikan. Data tanah wakaf
Kabupaten Wonosobo yang tercantum dalam Sistem Informasi Wakaf
(SIWAK) menunjukkan terdapat 2.769 bidang tanah wakaf dengan 395 bidang
atau 14,3% di antaranya belum bersertifikat. Jumlah tersebut menunjukkan
bahwa masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum
melalui sertifikasi. Kondisi tersebut menggambarkan adanya residu sertifikasi
tanah wakaf yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian administrasi
pertanahan. Data SIWAK tersebut menjadi gambaran awal mengenai kondisi
sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo dan menjadi dasar untuk
mengkaji lebih lanjut kondisi residu serta faktor yang memengaruhi

penyelesaiannya melalui penelitian lapangan.



Pemilihan Kabupaten Wonosobo sebagai lokasi penelitian berkaitan
dengan kondisi geografis wilayah yang beragam. Kabupaten Wonosobo
memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh pegunungan dengan
variasi topografi dan tingkat aksesibilitas antarkecamatan. Tanah wakaf yang
tersebar di berbagai kecamatan memiliki kondisi wilayah dan tingkat
keterjangkauan yang berbeda. Kondisi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan sertifikasi tanah wakaf yang memerlukan survei, pengukuran,
pemetaan, serta pelayanan administrasi pada lokasi tanah. Perbedaan kondisi
wilayah dan aksesibilitas dapat memengaruhi proses pelaksanaan sertifikasi,
terutama pada tanah wakaf yang berada di wilayah dengan keterjangkauan yang
berbeda. Sebaran tanah wakaf yang belum tersertifikasi pada berbagai wilayah
menunjukkan bahwa permasalahan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan
status administrasi tanah, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan kondisi wilayah
tempat tanah tersebut berada. Kondisi geografis dan aksesibilitas tersebut
menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis penyelesaian residu
sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo.

Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo tidak hanya berkaitan dengan
aspek fisik wilayah, tetapi juga mencakup dimensi keruangan yang
mempengaruhi aktivitas manusia dan pelayanan publik. Faktor keruangan
berperan dalam menentukan pola interaksi manusia dengan lingkungannya serta
mempengaruhi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi (Bintarto, 1981). Kondisi
geografis juga berkaitan dengan distribusi fenomena dalam ruang serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, dan memerlukan analisis spasial untuk
memahami suatu permasalahan secara lebih komprehensif (Jiang & Anders
Brandt, 2016). Faktor geografis menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam
memahami permasalahan sertifikasi tanah wakaf.

Permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berkaitan
dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang
beragam. Perbedaan karakteristik wilayah dapat mempengaruhi akses terhadap
pelayanan pertanahan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta dinamika sosial

masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf (Komalasari, 2020). Hal ini



menunjukkan bahwa permasalahan sertifikasi tanah wakaf merupakan
fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang
saling berkaitan. Diperlukan pendekatan analisis yang mampu menjelaskan
keterkaitan antara kondisi geografis dengan permasalahan dalam sertifikasi
tanah wakaf secara lebih komprehensif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala dalam sertifikasi
tanah wakaf umumnya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sosial, seperti
koordinasi antarinstansi serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
sertifikasi (Arta Brilyan Musika & Suhadi, 2025). Kajian tersebut cenderung
belum menempatkan faktor geografis sebagai fokus utama dalam analisis.
Kondisi geografis memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelayanan pertanahan
serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Keterbatasan tersebut menunjukkan
adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam
memahami keterkaitan antara kondisi geografis dengan permasalahan dalam
sertifikasi tanah wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya residu
sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo dengan menitikberatkan pada
faktor geografis sebagai variabel utama. Penelitian ini juga mengkaji
keterkaitan antara faktor geografis dengan faktor sosial dan kelembagaan dalam
proses sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi dasar dalam merumuskan
upaya penyelesaian yang lebih efektif dalam pelaksanaan sertifikasi tanah
wakaf.

. Rumusan Masalah

Permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo
ditunjukkan oleh masih adanya bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi
sebagai bagian dari residu program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum
optimalnya pelaksanaan sertifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor,
tetapi merupakan hasil dari keterkaitan berbagai aspek di lapangan. Untuk
memahami permasalahan tersebut secara utuh, diperlukan kajian terhadap

kondisi dan persebaran tanah wakaf yang belum bersertifikat guna mengetahui



karakteristik spasialnya, kemudian dianalisis proses sertifikasi yang

berlangsung untuk melihat tahapan dan pelaksanaannya, serta dikaji dukungan

sarana, prasarana, dan personel sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan

pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, maka

dirumuskan tiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan sebaran tanah wakaf yang belum bersertifikat

Kabupaten Wonosobo?

2. Bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf Kabupaten Wonosobo?

3. Bagaimana kondisi sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia terkait

sertifikasi tanah wakaf kabupaten wonosobo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1.

Menganalisis kondisi dan persebaran tanah wakaf yang belum
bersertifikat di Kabupaten Wonosobo.

Menganalisis proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo.

. Menganalisis kondisi sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia

dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakat di Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat

memberikan 2 (dua) manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.

Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
geografi, khususnya dalam kajian pertanahan yang berkaitan dengan
analisis spasial dan sertifikasi tanah wakaf.

Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam
meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta
sebagai dasar dalam merumuskan strategi penyelesaian residu

sertifikasi.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut, yang disusun menjawab tiga rumusan masalah

penelitian secara berurutan.
1. Kondisi dan sebaran residu sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten

Wonosobo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi residu sertifikasi tanah
wakaf di lima kecamatan lokasi penelitian memiliki tingkat yang
berbeda-beda. Kecamatan Kejajar merupakan wilayah dengan persentase
residu tertinggi, sedangkan Kecamatan Watumalang memiliki persentase
residu terendah. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa sebaran
residu tidak merata, di mana pada beberapa kecamatan residu
terkonsentrasi pada desa tertentu, sedangkan pada kecamatan lainnya
tersebar lebih merata sesuai karakteristik wilayah. Penelitian juga
menemukan adanya perbedaan data jumlah tanah wakaf antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Wonosobo dan Kementerian Agama Kabupaten
Wonosobo yang menunjukkan bahwa sinkronisasi data antarinstansi

masih belum optimal.

2. Proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari
pelaksanaan ikrar wakaf hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain
kurangnya pemahaman wakif dan nazhir mengenai pentingnya
sertifikasi, permasalahan administrasi pertanahan seperti tanah warisan
dan pemecahan sertifikat, keterbatasan anggaran operasional, serta
koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kondisi tersebut
menyebabkan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di beberapa wilayah

belum berjalan secara maksimal.
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3. Kondisi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan
sertifikasi tanah wakaf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah
wakaf masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia,
sarana, dan prasarana. Belum adanya tim khusus yang menangani
sertifikasi tanah wakaf, keterbatasan alat ukur, serta koordinasi yang
masih bersifat insidental menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi.
Oleh karena itu, residu sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, administrasi
pertanahan, kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan
sarana prasarana sehingga diperlukan kerja sama yang lebih efektif
antarinstansi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dan
Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo disarankan meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi data tanah wakaf agar proses sertifikasi dapat
berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan
sosialisasi kepada wakif dan nazhir mengenai pentingnya sertifikasi tanah
wakaf serta kelengkapan persyaratan administrasi untuk mengurangi kendala
dalam proses pendaftaran. Dukungan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana juga perlu ditingkatkan agar pelayanan sertifikasi tanah wakaf dapat
dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain, wakif dan nazhir diharapkan segera
melengkapi persyaratan administrasi serta menyelesaikan permasalahan status
kepemilikan tanah sebelum mengajukan sertifikasi. Bagi penelitian
selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian atau mengkaji
faktor-faktor lain yang memengaruhi residu sertifikasi tanah wakaf sehingga
diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat menjadi masukan bagi

pengembangan kebijakan di masa mendatang.
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